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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku
dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS
Fellow 1992.

A. Konsonan

\ = Tidak dilambangkan o= = dl
« = B L = th
< =T L = dh

& = Ta ¢ = °(mengahadap ke atas)




c =1 g = gh
¢ =H « = f
¢ = Kh & = q
> =D d =k
g Az Jd =1

> =R A& = m
N, T =N O =n
Eo 5 = W
o = Sy > = h

o= = Sh s =Y

Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma () untuk
penggantian lambang ¢.

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
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Vokal Panjang Diftong

a = fathah A Jé menjadi gala
i = kasrah 7 J# menjadi gila
u = dlommah 0 ¢ menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “
i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”’ agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js# menjadi gawlun
ay = ¢ o menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbathah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marbGthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyads 2l 4w )} menjadi al-
risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan
“t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya 4~ & <l menjadi fi

rahmatillah
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D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J')dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............

3. Masya’Allah kdnd wa malam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla
E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:  ssi- syai’un el - umirtu

o) - an-nau’un 0536 -ta’khudzina

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : o)l s sdlll ol - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
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yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.
Contoh : Jsu ¥ aasaley = wa mad Muhammadun illa Rasdl
oM a g < J ) o= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi
Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak
dipergunakan.
Contoh : «u i alll ;) yai = naslrun minallahi wa fathun garib
Laea Y1l = [illahi al-amru jami’an
Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Albar, Muhammad Sofiul Umam, 15220144, 2015. Dampak Perubahan Konten
Dalam Kitab Kuning Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Study Terhadap Pasal
Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi). Skripsi, Jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.HI

Kata Kunci: Hak Cipta, Kitab Kuning, Kitab al-Adzkar, Perlindungan Hukum
Hak cipta merupakan suatu hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau
pemegang hak cipta yang tembul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan
pencipta ataupun pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah kitab al-adzkar
yang didalamnya berisikan tentang hadist-hadist dari Nabi Muhammad Shallallohu
‘alaihi wasalam. Kitab tersebut merupakan kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi
yang telah diselesaikan olehnya pada tahun 667 H/1858 M atau 161 tahun yang lalu.
Kitab al-Adzkar merupakan sebuah karya yang ditulis dengan menggunakan
kalimat dalam bahasa arab tanpa memiliki harakat dan sering kita jumpai dalam
bentuk buku yang menggukan kertas berwarna kuning. Oleh karena itu kebanyakan
masyarakat di Indonesia menyebutnya dengan nama Kitab kuning. Adapun
permasalahan yang terjadi saat ini adalah ditemukan adanya perubahan isi di dalam
kitab al-adzkar dari penerbit Darul Huda Riyad, Saudi Arabia yang dimana hal
tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas hak cipta. Sedangkan dalam aturan
mengenai hak cipta buku di Indonesia memiliki batas watu perlindungan hukum
yakni selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahannya adalah
Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan perubahan content yang terjadi pada kitab
al-Adzkar karya Imam Nawawi, bagamanakah perlindungan hukum terhadap
keutuhan isi kitab al-Adzkar ditinjau dalam perpsektif hukum positif di Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeketan deskriptif
kualitatif. Jenis dan Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.
Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan
dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data,
klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1.
Bentuk penyalahgunan perubahan konten yang terjadi dalam kitab al-adzkar
merupakan bentuk pelanggaran distorsi, mutilasi dan modifikasi sebuah ciptaan, 2.
Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum di Indonesia adalah perlindungan
hukum represif dimana hal ini dapat dilakukan oleh pihak ahli waris dengan dasar
perlindungan atas hak moral dengan menggunakan Pasal 45A Undang-Undang No.
19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan transaksi Elektronik atau Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan khususnya pada bab x mengenai larangan pembatasan impor atau
ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak
kekayaan intelektual yang dengan ini dapat menghentikan penyeberan kitab al-
Adzkar dari penerbit Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia masuk ke wilayah Indonesia.
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ABSTRACT

Albar, Muhammad Sofiul Umam, 15220144, 2015. Impact of Changes in Content
in the Yellow Book of Positive Legal Perspectives in Indonesia (Study of the Grave
Pilgrimage Article in the Book of Al-Adzkar by Imam Nawawi). Thesis,
Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University of Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Copyright, Yellow Book, Kitab al-Adzkar, Legal Protection

Copyright is an exclusive right that is owned by the creator or copyright
holder which automatically copies after the creation is born and the creator or
copyright holder has the right to announce or reproduce his work without reducing
the restrictions set forth in the legislation. One example is the book of al-adzkar
which contains the hadiths of the Prophet Muhammad Shallallohu ‘alayhi wasalam.
The book is a book written by Imam Nawawi which was completed by him in 667
H / 1858 AD or 161 years ago. Kitab al-Adzkar is a work written using sentences
in Arabic without having a harakat and we often encounter it in the form of a book
that uses yellow paper. Therefore, most people in Indonesia call it the name of the
yellow book. The current problem is that there is a change in content in the book of
al-adzkar from the publisher Darul Huda Riyad, Saudi Arabia which is a violation
of copyright. Whereas the rules regarding copyright of books in Indonesia have a
legal protection limit, namely for the life of the author and 70 years after the author
dies.

Based on the background above the formulation of the problem is How is
the form of abuse of content changes that occur in the book of al-Adzkar by Imam
Nawawi, how is the legal protection of the integrity of the contents of the book of
al-Adzkar reviewed in a positive legal perspective in Indonesia. This type of
research is an empirical juridical research with qualitative descriptive approach.
Types and sources of data use primary data and secondary data. While data
collection methods are used by interview and documentation. The data analysis
technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.
The results of this study are 1. The form of misuse of content changes that occur in
the book of al-adzkar is a form of violation of distortion, mutilation and
modification of a work, 2. Legal protection provided by law in Indonesia is
repressive legal protection where this can be done by parties heirs on the basis of
protection of moral rights by using Article 45A of Law No. 19 of 2016 concerning
Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and
Transactions or Law No. 10 of 1995 concerning Customs, especially in chapter x
concerning the prohibition of import or export restrictions as well as the control of
exports or imports of goods resulting from violations of intellectual property rights
which hereby stop the distribution of the book of al-Adzkar from the publisher of
Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia into Indonesian territory.

XViii



Osl o e a1 O S sl b olerd) 362015 ¢ 15220144 ¢ L) e e ¢ U
¢yl Al o8 Ay bl (sag5 oY) IS e SISV OLST 3 8l ) Bk e Buly3) L] B b))
Bls Al s il iVl 3 Byl 2 Sl all Sle UV Al

1@ ALl ¢ S5V oS e i) LSl ¢l GBgi cdelided) SIS

33V oy B e o (slly iy il o Lo of (bl Sy (a2 odlly el B
35l o Aol 095 Lol Balel of dlasl o DMV 3 ol adlly wlall Goi Lo o Il 050 ¢ Chnaed)
LS alll I s A sl e (g ) ISV O g 65 e ala¥l ol 23 G Lo o guaial
o= Bl 5oV s cze i 161 4f 2 1858 [ 5 667 ple alasT sllly (lys a1 b (0 Ol e 3)Le
¢ i) Gyl pasiy ST S8 B agrly Lo WLy Bl ey 09 Buppall AL o pliiis 9 ST
o IS OUST B sgmadl b il Sla O s o) e L a1 QS el Lgi] b o) plons ade ol
Slly kal) Boioms Bilazedl delydll OF o b 21 Bpiond S gy B3gandl ) el ¢ 2Ly e s sl
(gl Uy e Ule 70 sary Calgall sl e 6 ¢ 2550 Blamdl s L L gii] b S

ST 3 St A yall i il Belul (S 02 (ST o el O ¢ ol 2l ) 1Slica
& bl G5B b e S LS Sl b Bl Bl dar e o5 Sy ¢ g pLY) B e ISBY)
3y S DU j3bany plail pdsins . o) o) el o i S50 G 98 Emd) n g g3l s Lo g ]
o i) b e (b UL o 2 35Uy Al b e SUL) e bl pasns Lty 510 SULY
S Gl Slem sl selul S8 1 2 2l ede wils olrlaly Jloudly Ghodly Ciiadly SULY
& e ogaied) LU L) 2 ¢ Joall fiawis 4520y ¢ 4l Dlgsl KT e (K ga 331 ST 5 s
Goimd) lem ALl e 30 BV 5 e Sl pldl) Sy 1 Gnndl 2550 Bl a Luip] B 05
2008 . (11) b 0p o3, Ol e oM ole, 2016 1.3 19 o5 0 e A45 5501 Pzl dygieodl
Ao ezl 3 Jadll B aslsy ¢ Sl 0lay 1995 2l 10 (3 05 5 255 SIY1 cMlaally Sloshead ola
Ay S AL G S o il Wliadl a Sl of Spslall a1 liSh ¢ paadl of sz oy
L gbs) 22l e Bsgandl g all ead) ¢ 2l ¢ sdgl s 3L e SV OUST a Lerger iy

XiX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan suatu hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau
pemegang hak cipta yang tembul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan
pencipta ataupun pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.! Di Indonesia pengaturan mengenai hak
cipta telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalanya, hak cipta di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Jo. 1987 Jo. 1997 kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan untuk saat ini diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak ekslusif yang terkandung didalam hak cipta memiliki dua esensi hak yakni
hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right).? Hak ekonomi
merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapat manfaat
ekonomi yang meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak
ciptaanya.® Adapun hak moral merupakan suatu hak yang melekat dalam diri
pencipta untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan-

ciptaanya dan hak atas keutuhan hasil ciptaanya tidak dapat dihilangkan tanpa

1 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 47.
2 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, h. 47.

3 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang
dan Integrasi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 50-51.



alasan apapun.* Artinya, orang lain dilarang untuk mengubah ciptaanya baik isi,
judul ataupun anak judul dari ciptaan tersebut.

Sebagai salah satu Negara yang menganut system hukum civil law, hukum hak
cipta di Indonesia menempatkan pencipta sebagai subjek sekaligus objek dari
perlindungan hak cipta. Dimana pengembangan hukum hak cipta dikalangan
Negara penganut civil law system ditumpukkan pada konsep kekayaan yang
merupakan manifestasi dan eksistensi dari pencipta.® Oleh karena itu, hukum hak
cipta lebih tepat dikatakan sebagai instrument hukum yang berfungsi menjamin
terlaksananya pemberian penghargaan kepada pencipta. Adapun sasarannya adalah
integritas atau martabat dan hak-hak moral yang bersifat personal lainnya.

Berbicara masalah hak cipta, kitab kuning karya ulama-ulama terdahulu yang
banyak beredar di Indonesia juga termasuk dalam kategori karya tulis ilmiah
berbentuk buku yang masuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang mendapat
perlindungan dari hak cipta. Hal itu tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Kitab kuning sendiri merupakan buah
karya tulis yang berisikan tentang pelajaran-pelajaran Agama Islam (dirasah al-
islamiyyah) seperti: figh, agidah, akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul quran,
ilmu tata Bahasa arab (nahwu dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga berisi
tentang ilmu sosial dan kemasyarakatan atau tata cara dalam hal bermua’amalat.
Istilah kitab kuning juga sering disebut dengan kitab gundul oleh sebagian

masyarakat karena kitab tersebut bertuliskan dengan bahasa arab yang tidak

4 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2015), h. 39.
5 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, h. 27.



memiliki harakat (fathah, kasrah, dhammah, sukun). Oleh sebab itu, dibutuhkan
keterampilan khusus untuk membacanya. Keterampilan ini, pada zaman dahulu
hanya terbatas pada kalangan pesantren saja, karena memang hanya pondok
pesantren yang mengajarkan ilmu alat (nahwu, shorof, dll) yang digunakan untuk
membaca dan mengkaji kitab gundul tersebut. Selain itu, waktu untuk dapat
memahami dan menerapkan ilmu alatpun memerlukan waktu yang cukup lama
sehingga tidak mengherankan jika keberadaanya lebih banyak ditemukan dan
dikaji dipondok pesantren daripada dikalangan masyarakat umum.

Namun pada akhir-akhir ini mulai banyak terjadi perubahan-perubahan
terhadap isi dari kitab-kitab turats (kitab kuning) yang dilakukan oleh pihak
penerbit yang menyimpang atau berbeda dari teks aslinya yang beredar di
Indonesia, seperti pemalsuan terhadap perkataan Imam As-Subki (683-756 H)
dalam kitab syarah al-Agidah ath-Thahawiyah karya Imam Binu abu al-1zz (1331-
1390 H) terkait dengan adanya pengikut dari Madzhab Hanbali yang mengikuti
faham tajsim. Berikut adalah teks aslinya sebagaimana telah dinukil oleh Imam
Abu al-1zz dari kitabnya Mu 'id an-Ni’am yang berbunyi:
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®Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, (Yogjakarta: Pustaka
Pesantren, 2011), h. 59.



Artinya: “Ulama-ulama dari Madzhab Hanafi, Syafi’l, Maliki, dan pembesar
dari madzhab Hambali — Alhamdulillah — dalam hal agidah sepakat, semua
beerdasarkan agidah Ahlussunnah wa al-Jamaah. Mereka beragama kepada Allah
melalui jalan Syaikh As-Sunnah Abu al-Hasan al-Asy’ari, semoga Allah
merahmatinya. Tidak ada yang menyimpang dari agidah ini kecuali segelintir orang
dari Madzhab Hanafi dan Syafi’l yang diantara mereka menempuh faham
Mu’tazilah. Sedangkan segelintir orang dari madzhab Hanbali menempuh faham
Tajsim, dan Allah menyelamatkan para ulama madzhab Maliki sehingga kami tidak
melihat seorangpun dari madzhab Maliki kecuali dia seorang Asy’ari dalam hal
aqidah. Jadi aqidah Asy’ari adalah aqidah yang sama dengan aqidah Abu Ja’far ath-
Thahawi yang diterima oleh para ulama madzhab dengan baik dan mereka
meridhainya”.

Akan tetapi perkataan dari Imam as-Subki yang telah disebutkan di atas telah

dirubah seperti berikut ini:
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Artinya: “Madzhab yang empat ini — Alhamdulillah — adalah satu dalam hal agidah
kecuali orang-orang yang menmpuh faham Mu’tazilah dan Tajsim. Jika tidak
begitu, maka Jumhur Ulama berhak megukuhkan agidah Abu Ja’far ath-Thahawi
yang diterima dengan baik oleh para ulama baik salaf ataupun Khalaf”.

Kemudian penghapusan perkataan Syaikh Ahmad Binu Muhammad ash-

Shahawi al-Maliki (1175-1241 H) megenai kelompok yang berada di daerah Hijaz
yang berkaitan dengan kaum Khawarij dalam kitab Hasyiah ash-Shawi ‘ala Tafsir

al-Jalalain. Berikut adalah perkataan yang dituliskan secara utuh didalam kitabnya:
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Artinya: “dikatakan bahwa ayat ini turunt berkaitan dengan kaum khawarij yang

telah mengubah ta’wilan Al-quran dan Sunnah, dengan itu mereka
menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Sebagaimana hal serupa juga

7 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 58.
& Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 69



kita saksikan saat ini, khususnya pada suatu kelompok yang berada di tanah
Hijaz, yang mana mereka disebut dengan wahabi. Mereka mengira bahwa
mereka berpijak pada dalil yang kokoh. Ketahuilah, sesungguhnya mereka
adalah para pendusta. Syetan telah mengalahkan mereka, sehingga membuat
mereka lupa dengan Allah. Mereka itulah kelompok (tentara) syetan.
Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syetan itu adalah orang-orang yang
merugi. Kita memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka”.

Perkataan ash-Shahawi tersebut kemudian dipotong menjadi kalimat dibawah

ini:
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Artinya: “ayat ini turun berkaitan dengan kaum Khawarij yang telah mengubah
ta’wilan Al-quran dan Sunnah, dengan itu mereka menghalalkan darah dan
harta kaum muslimin. Syetan telah mengalahkan mereka, sehingga membuat
mereka lupa dengan Allah. Mereka itulah kelompok (tentara) syetan.
Ketahuilah, sesungguhnya kelompok syetan itu adalah orang-orang yang
merugi. Kita memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka”.

Dalam hal ini, kalimat “Sebagaimana hal serupa juga kita saksikan saat ini,
khususnya pada suatu kelompok yang berada di tanah Hijaz, yang mana
mereka disebut dengan wahabi” seperti yang ada dalam teks aslinya tidak
ditemukan lagi disini.

Selanjutnya perubahan terhadap ucapan dari Syaikh Muhammad Makki
nashr al-Juraisi dalam kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid
Karyanya sendiri yang telah ditahkik oleh Syaikh al-Allamah ad-Dhabba’ dan
dicetak pada abad ke 14 Hijriah dengan versi cetakan lama. Pada cetakan

tersebut mengatakan bahwa Syaikh Muhammad Makki nashr al-Juraisi adalah

seorang sufi yang menempuh jalan tharegatnya Imam as-Syadzili dan

9 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 71.



menyelam didalamnya. Berikut ini merupakan tulisan dalam versi asli yang

terdapat dalam kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid fi IIm at-Tajwid:
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Artinya: “ telah berkata orang yang memiliki gelar penjaga syahwat, yang memiliki
banyak hikmah, pengharap pertolongan dan kemenangan dari Tuhannya, yakni al-
Faqir Muhammad Makki Nashr yang dilahirkan di jurais, bermadzhabkan Syafi’l,
bertarekat Syadzili dan menyelam didalamnya: “ sesungguhnya kesibukan seorang
hamba yang paling utama dari lidah, hati dan pikirannya, dan tawasul yang paling

utama untuk memperoleh ampunan dari Allah serta wasilah yang paling agung
untuk masuk kedalam surga-Nya adalah membaca Al-quran yang mulia ...”

Akan tetapi pada cetakan yang baru yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah
as-Shafa pernyataan tersebut ada yang hilang. Dimana dalam versi cetakan yang

baru itu berbunyi:
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Artinya: “telah berkata orang yang memiliki gelar penjaga syahwat, yang memiliki
banyak hikmah, pengharap pertolongan dan kemenangan dari Tuhannya, yakni al-
Fagir Muhammad Makki Nashr yang dilahirkan di jurais, bermadzhabkan Syafi’i,
.......................... : “ sesungguhnya kesibukan seorang hamba yang paling
utama dari lidah, hati dan pikirannya, dan tawasul yang paling utama untuk
memperoleh ampunan dari Allah serta wasilah yang paling agung untuk masuk

kedalam surga-Nya adalah membaca Al-quran yang mulia ...”

10 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 102-103.
11 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 103-104.



Dimana dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Maktabah as-Shafa ini, kalimat

Ly aay b QSW\ hilang alias tidak dicantumkan sebagaimana teks aslinya.

Selanjutnya adalah pemalsuan terhadap kitab al-Adzkar karya tokoh terkenal
dari Ahlussunah Syaikh Imam Nawawi yang telah dirubah isinya oleh seseorang
pada bagian penjelasan tentang masalah ziarah dan tawasul yang kemudian
diterbitkan oleh penerbit Dar al-Huda, Riyad Saudi Arabia pada cetakan ke-2 tahun
1409 H atau 1988 M. Dimana redaksi tersebut berbeda dengan redaksi asli Imam
Nawawi dalam manuskrip kuno sebagaimana yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-
Fikr, Damaskus tahun 1994.12 Berikut ini adalah teks asli sebagaimana ditemukan

dalam kitab al-adzkar terbitan Dar al-Fikr, Damaskus:
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Artinya: “Pasal tentang ziarah ke makam Rasulullah Saw dan Dzikir-dzikirnya:
Ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah
haji untuk menziarahi (makan) Rasulullah Saw, baik melalui madinah atau bukan.
Karena menziarahi makam Rasulullah Saw termasuk dalam ibadah tagarrub yang
paling penting, usaha yang paling menguntungkan dan perintah yang paling paling
utama. Jika ia sedang menuju Madinah untuk berziarah, hendaknya ia
memperbanyak membaca shalawat dan salam untuk beliau didalam perjalanannya.
Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Sedangkan dalam cetakan yang diterbitkan ooleh penerbit Dar al-Huda, Riyad

Saudi kalimat di atas berubah menjadi:

12 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 52-70.
13 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 53.
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Artinya: “Pasal tentang ziarah ke masjid Rasulullah Saw: ketahuilah bahwa

sudah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menziarahi masjid Rasulullah Saw
untuk memperbanyak shalawat kepada beliau didalam perjalanannya. Apabila ia
telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab tersebut bukan
hanya mecederai sisi hak moral yang dimiliki oleh penciptannya, akan tetapi juga
telah melecehkan karya-karya monumental yang sangat bernilai dalam dunia Islam
dan dapat membutakan generasi muslim akan ajarannya. Bahkan tindakan ini juga
merupakan pengaburan fakta dan ketidakjujuran terhadap ilmu pengetahuan yang
menjunjung tinggi sikap transparansi dan objektivitas. Padahal adagium yang
mengatakan bahwa buku merupakan pengikat ilmu, tidak ada yang
mengingkarinya. Lebih dari itu, buku ataupun karya tulis lainnya merupakan salah
satu media utama dalam mencari kebenaran. Telah berabad-abad lamanya, para
ulama terdahulu mewarisi ilmu mereka kepada generasi setelahnya melalui buku
atau kitab kuning yang mereka tulis.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas peniliti tertarik untuk membahas
lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi didalam kitab al-Adzkar karya
Imam Nawawi dan menariknya dalam sudut pandang perlindungan hukum yang
berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan karya tulis tersebut.

Permasalahan kita al-Adzkar ini memang bukan terjadi di Indonesia artinya

penerbitan kitab tersebut tidak dilakukan di Indonesia hanya saja penyebaran dari

14 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 54.



kitab tersebut telah sampai dan dikaji dibanyak pesantren di Indonesia. Sebagai
contoh, Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang, K.H. Aziz Masyhuri
pernah mengungkapkan bahwa didalam kitab Al-Adzkar karya Imam Nawawi,
salah satu bagian penting yang menjelaskan tentang ajaran tawasul (berdoa dengan
perantara) yang seharusnya ada tidak tertulis didalamnya.'® Sedangkan menurut
ketua syuriyah PWNU Jawa Tengah KH A’wani, adanya pemalsuan kitab al-
Adzkar yang dilakukan dengan cara menghapus isinya tentang bertawashul
dilakukan agar sesuai dengan ideologi wahabi. Oleh karena itu beliau menyerukan
ajakan yang termuat dalam artikel yang berjudul NU Jateng Ajak Waspadai
pemalsuan Kitab Oleh Wahabi agar lebih mewaspadai pemalsuan kitab yang
dilakukan oleh sekte Wahabi, karena gerakan mereka semakin meresahkan. Kitab-
kitab untuk kalangan pesantren pun telah dipalsukan. Dengan ditambahi atau
dikurangi isinya agar sesuai dengan ideologi Wahabi.*® Sedangkan dalam artikel
yang lain adanya pemalsuan kitab yang dilakukan oleh gerakan wahabisme ini
bertujuan untuk pemurnian islam sehingga kita harus mewaspadai gerakan-gerakan
tersebut dengan tetap menjaga ukhuwah karena gerkan tersebut menurutnya
dikatakan sebagai musuh dari dalam.!’ Artinya dengan adanya pemalsuan kitab ini
telah menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan masyarakat khususnya warga
Nahdliyin. Inilah alasan mengapa Peneliti ingin membuat penelitian dengan

menarik masalah ini dari sudut pandang perlindungan hukum di Indonesia dengan

15 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 45.

16 Mukafi Niam, “ Nu Jateng Ajak Waspadai Pemalsuan Kitab Oleh Wahabi”,
https://www.nu.or.id/post/read/36115/nu-jateng-ajak-waspadai-pemalsuan-kitab-oleh-wahabi
diakses pada tanggal 19 September 2019.

17 https://www.nu.or.id/post/read/32137/ketika-kitab-kitab-dipolitisasi diakses pada tanggal 19
september 2019.



https://www.nu.or.id/post/read/36115/nu-jateng-ajak-waspadai-pemalsuan-kitab-oleh-wahabi
https://www.nu.or.id/post/read/32137/ketika-kitab-kitab-dipolitisasi

judul “DAMPAK PERUBAHAN KONTEN DALAM KITAB KUNING
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Study Terhadap Pasal
Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar Karya Imam Nawawi)”. Selain alasan
di atas, Peneliti juga memiliki kekhawatiran karena kitab tersebut telah banyak
dikaji dipesantren-pesantren yang ada di Indonesia, bukan hal tidak mungkin bila
dikemudian hari terjadi hal yang serupa pada kitab Risalah Ahlussunnah wa al-
jamaah karya K.H. Hasyim Asy’ari atau ulama lainnya yang ada di bumi Indonesia

diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah dampak perubahan isi konten pada bab ziarah kubur dalam
kitab al-Adzkar di masyarakat?
2. Bagamanakah perlindungan hukum terhadap perubahan konten pada bab
ziarah kubur dalam kitab al-Adzkar perpsektif hukum positif di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
1. Bagaimanakah dampak perubahan isi konten pada bab ziarah kubur dalam
kitab al-Adzkar di masyarakat?
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perubahan konten
pada bab ziarah kubur dalam kitab al-Adzkar perspektif hukum positif di

Indonesia.
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D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini Peneliti berharap tulisan ini minimal dapat memberikan dua
manfaat baik Peneliti maupun pembacanya yaitu:
1. Manfaat Teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang dapat
dipahami dan mudah bagi pembaca tentang konsep perlindungan hak cipta di
Indonesia terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, diharapkan dengan
melakukan penelitian ini Peneliti dapat berbagi dan menerapkan ilmu yang
telah diperoleh dan dipahami dalam perkuliahan dan dapat terlatih dalam
melakukan penelitian dengan baik, sehingga dapat menerapkan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

2. Manfaat Praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Peneliti dan
pembaca, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah,
dan para penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan yang dikaji agar lebih dapat berhati-hati dalam membeli ataupun
membaca kitab kuning karya ulama terdahulu.
E. Definisi Operasional
Dari apa yang telah dipaparkan di atas berikut adalah beberapa yang hal yang
dianggap perlu untuk didefinisikan:

1. Mushonnif atau Pencipta

11



Mushannif atau pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat
khas dan pribadi.

2. Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan buah karya tulis yang berisikan tentang
pelajaran-pelajaran Agama Islam (dirasah al-islamiyyah) seperti: figh, agidah,
akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul quran, ilmu tata Bahasa Arab (nahwu
dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga berisi tentang ilmu sosial dan
kemasyarakatan atau tatacara dalam hal bermua’amalat. Istilah kitab kuning
juga sering disebut dengan kitab gundul oleh beberapa sebagian masyarakat
karena kitab tersebut tidak memiliki harakat (fathah, kasrah, dhammah,
sukun).t8
3. Ta'wil

Secara bahasa ta ‘wil berasal dari kata al-awl (J33: - J3) yang memiliki arti
kembali. Muhammad Husaya al-Dzahabi, menyatakan bahwa menutu
pandangan dari ulama salaf (klasik), ta 'wil memiliki dua pengertian. Pertama
ta’wil merupakan suatu penafsiran dari pembicaraan teks dan menjelaskan
maknanya tanpa mempermasalahkan sesuai atau tidakanya penafsiran tersebut
dengan apa yang tersurat atau tidak.*®

4. Tagarrub

18 https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_kuning, diakses tanggal 14 Oktober 2019.
9 http://www.sarjanaku.com/2010/10/pengertian-tawil, diakses tanggal 1 Mei 2019.
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Secara bahasa tagarrub berasal dari kata qurbun yang memiliki arti dekat
atau mendekati. Sedangkan menurut istilah tagarrub merupakan suatu upaya
yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
dengan cara beribadah, melakukan perbuatan yang baik atau amal sholeh,
tadabbur dan tafakkur. Adapun yang dimaksudkan dengan “mendekatkan”
disini bukanlah mendekatkan dengan arti kedekatan fisik akan tetapi
kedekataan dalam bentuk kiasan. Sehingga tagarrub yang dimaksudkan adalah
melaksanakan ketaatan kepada yang Maha Kuasa dengan melaksanakan

kewajiban dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

5. Tawasul
Menurut M. Nashiruddin al-Albani, tawasul merupakan sebuah kata yang
berasal dari bahasa Arab yang diucapkan dalam al-Quran, hadist, yang terdapat
dalam sebuah syair ataupun prosa yang memiliki arti mendekat kepada yang
akan dituju dan mencapainya dengan usaha yang keras.
6. Tahkik
Kata tahkik memiliki makna yang sama dengan kata tadgiq yang memiliki
arti pemerikasaan secara detail dan seksama, yang dilakukan oleh sebagian
ulama kepada manuskrip dari kitab-kitab karangan ulama dan ingin
mencetaknya, akan tetapi cetakan ini perlu adanya naskah dengan tulisan yang
baik, maka sang Muhaqqgiq (orang yang melakukan Tahqig) mengajukannya
untuk dicetak, lalu mengevaluasi cetakan itu dan meneliti harakat naskahnya.

Apabila terdapat kata-kata yang perlu untuk dijelaskan, maka ia harus
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menjelaskannya, kemudian apabila terdapat kata-kata yang salah tulis

oleh nasikh (pemindah tulisan asli), maka ia harus membetulkannya, lalu

menyiratkan kepada upaya yang dilakukannya dalam tahqiq dan pembetulan
ini.20
F. Sistematika Pembahasan

Pada sub bab ini menjelaskan tentang logika pembahasan yang digunakan
dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan samapi bab
terakhir yakni penutup.

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul DAMPAK PERUBAHAN
KONTEN DALAM KITAB KUNING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (Study Terhadap Pasal Ziarah Kubur Dalam Kitab al-Adzkar
Karya Imam Nawawi) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan, didalamnya berisikan elemen dasar pada penelitian
ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang
dipilih. Selanjutnya rumusan masalah yang menguraikan tentang spesifikasi
penelitian yang telah dilakukan, kemudian tujuan penelitian menjelaskan mengenai
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Selain

itu juga terdapat manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat yang didapat dari

penelitian ini.

20 Abu Al Maira, “ Definisi Tahqiq dan Takhrij”,
https://jacksite.wordpress.com/2007/10/03/definisi-tahgig-dan-takhrij/, diakses tanggal 1 Mei
2019.
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Pada bab pendahuluan ini juga dijelaskan mengenai definisi operasional yang
berfungsi untuk menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam judul agar sesua
dengan yang dimaksud oleh peneliti. Setalah itu adalah metode penelitian yang
menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti untuk menganalisa
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Karena dalam metode penelitian ini
membahas tentang tata cara penelitian yang telah digunakan, yang terdiri dari jenis
penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian yang
disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis
penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data untuk
menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Semua tatacara penelitian
tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dengan
menggunakan metode yang terstruktur. Adapaun dalam sistematika Penelitian
dibuat untuk menjelaskan Penelitian penelitian secara runtut agar dapat dipahami
secara mudah oleh pembaca.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori. Dimana
penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan
penlitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang dapat membantu
dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kitab Kuning
Perspektif Hukum Positif di Indonesia dengan tujuan agar dapat digunakan untuk
dapat membantu menganalisis data yang diperoleh.

Bab 111 Metode Penelitian
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Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
Termasuk didalamnya adalah jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian, lokasi penelitian, metode dalam melakukan pengumpulan data dan cara
menganalisis data tersebut.

Bab IV Pembahasan

Bab ini merupakan sebuah pembahasan yang berisikian tentang jawaban dan
penjabaran dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pertama.
Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berfungsi untuk menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan
masalah. Sedangkan saran merupakan anjuran secara akademik baik bagi lembaga
terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi terhadap tema yang
diteliti. Selain itu, saran juga berisikan opini untuk penelitian selanjutnya sehingga

dapat melakukan perbaikan dimasa mendatang.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang juga dibutuhkan untuk
dijadikan sebagan landasan dari penelitian ini. Berikut ini adalah 3 (tiga)
penelitian terdahulu yang digunakan oleh Peneliti sebagai landasan atau acuan
dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Andi Ardiyan Mustakim, Lc., Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogjakarta Tahun 2017, Program Studi Hukum Islam, yang
berkonsetrasi di Hukum Bisnis Syariah dengan Tesis yang berjudul
“Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Illmiah (Studi Terhadap
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di
Yogjakarta)”. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan library
research (penelitian kepustakaan), bersifat deskriptif-analitis dengan
menggunakan kerangka berfikir deduktif. Pendekatan yang digunakan
adalah yuridis-normatif dengan tujuan memberikan penilaian dan
menemukan kebenaran koherensi tentang pembajakan hak cipta karya
tulis ilmiah dalam hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini
mengatakan bahwa pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di
Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta dan termasuk delik
aduan. Pencipta dapat mengajukan gugatan pidana ke pengadilan niaga
dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau ganti rugi dengan

gugatan perdata dengan denda paling banyak 4 miliar rupiah.
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Pembajakan dalam syariat merupakan pencurian berdasarkan analogi
dengan metode giyas, maka hukuman bagi pembajak hak cipta adalah
dengan ta zir (penjara atas perbuatannya dan denda sebagai ganti rugi)
karena pembajakan tersebut tidak memenuhi syarat had (potong
tangan). Jual beli barang hasil bajakan sah menurut syariat Islam hanya
saja akibat hukumnya ditangguhkan. Penangguhan tersebut sampai
akad diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan. Jika sudah diratifikasi
oleh pencipta maka akibat hukumnya timbul sejak dibuatnya akad
tersebut, namun jika pencipta tidak meratifikasi maka akad tersebut
batal demi hukum.?

2. Hanik Munasyiroh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang Tahun 2017, Fakultas Syari’ah dengan skripsi yang berjudul
“Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam
Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini
merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan
bahwa pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk feature
dilakukan dengan cara mencopy paste seluruh atau sebagian yang
diterbitkan sebelumnya melalui media online dengan kemudian diakui
oleh seseorang sebagai ciptaanya tidak melanggar Undang-Undang

Hak Cipta apabila karya jurnaistik feature tersebut memiliki lisensi

2L Andi Ardiyan Mustakim, Pembajakan Soft Copy Karya Tulis llmiah (Studi Terhadap
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogjakarta, Tesis Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2017.
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creative commons. Sedangkan dalam konsep hukum islam pengambilan
terhadap hak cipta karya jurnalistik merupakan sesuatu yang tidak
diperbolehkan atau haram.??

Nesti Satiti Ningrum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta Tahun 2017, dengan skripsi yang
berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya
Tulis llmiah Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta”.
Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan
metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis
penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini
menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap terhadap
hak cipta kepada penciptanya sudah lebih baik jika dibandingkan
dengan undang-undang hak cipta sebelumnya. Perlindungan hak cipta
terhadap karya tulis juga didukung dengan Permendiknas No. 17 Tahun
2010 sebagai landasan anti plagiarisme di perguruan tinggi. Untuk
pencegahan plagiarisme yang terjadi, UIN Sunan Kalijaga
menempatkan dosen sebagai pilar pokok dan menempatkan tindakan
plagiarism sebagai pelanggaran berat dalam Pasal 10 Keputusan Senat

UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2002.23

22 Hanik Munasyiroh, Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media
Online Menurut Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

23 Nesti Satiti Ningrum, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Karya Tulis limiah
Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2017.
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Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No | Nama, Tahun, | Judul Persamaan Perbedaan
Perguruan Tinggi
1. | Andi Ardiyan | Pembajakan Sama-sama Objek yang
Mustakim, Lc., 2017, | Soft Copy | membahas digunakan
Universitas Islam | Karya Tulis | masalah hak | masih  dalam
Negeri Sunan Kalijaga | llmiah (Studi | cipta masa
Yogjakarta Terhadap perlindungan
Pelanggaran
Hak Cipta
Dalam
Hukum Positif
dan  Hukum
Islam di
Yogjakarta)
2. | Hanik Munasyiroh, | Pengambilan | Sama-sama Objek
2017, Universitas Islam | Hak Cipta | membahas penelitian
Negeri Maulana Malik | Karya masalah hak | berbentuk
Ibrahim Malang Jurnalistik cipta online dan
Bentuk pembahasannya
Feature fokus
Dalam Media menggunakan
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Online
Menurut
Perspektif

Hukum Islam

pandangan

hukum islam

3. | Nesti Satiti Ningrum,
2017, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga

Yogjakarta

Perlindungan
Hukum Hak
Cipta
Terhadap
Plagiarisme
Karya Tulis
lImiah Di
Universitas
Islam Negeri
Sunan
Kalijaga

Yogjakarta

Sama-sama
membahas
masalah hak

cipta

Metode
penelitian
menggunakan
metode yuridis-

empiris

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta di Indonesia

1. Pengertian dan Konsep Dasar Hak Cipta

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sisyem hukum civil

law baru memiliki undang-undang hak cipta setelah 37 tahun pasca

kemerdekaan, yakni pada tahun 1982. Sebagai upaya dari pembangunan

hukum nasional, disusunnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982
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dapat dikatakan merupakan sebuah tonggak awal dari era pembangunan sistem
Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) nasional di Indonesia.?*

Sebagai Negara yang menganut sistem hukum civil law, konsep hak cipta
yang digunakan di Indonesia adalah konsep droit d’auteur. Konsep droit
d’auteur merupakan sebuah konsep yang lebih mementingkan perlindungan
terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pengarang dari tindakan yang dapat
merusak integritas dan reputasinya.?® Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa
hukum hak cipta dapat dijadikan sebagai intsrumen hukum yang dapat
memberikan jaminan terhadap terlaksananya pemberian pennghargaan kepada
penciptanya.

Adapun konsep hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diperbarui dalam Undang-Undang
No. 28. Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:
Hak cipta merupakan suatu hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau
pemegang hak cipta yang tembul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan dan
pencipta ataupun pemegang hak cipta tersebut berhak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.®

Menurut penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan hak ekslusif adalah

suatu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak

ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya ijin dari

24 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)h. 45.
2 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang
dan Integrasi Islam, h. 38.

2% Undan-Undang Nomor 28 Tahun 2014
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pemegang hak.?” Sedangkan hak ekslusif didalamnya terkandung dua esensi
hak yakni hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right).?®
a. Hak ekonomi
Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pencipta
untuk mendapat manfaat ekonomi yang meliputi hak untuk
mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaanya. Dalam aturan
yang di Indonesia hak ekonomi diatur melalui Pasal 8 dan 8 UUHC.
Dimana hak ekonomi tersebut meliputi:
1) Hak penerbitan;
2) Hak penggandaan;
3) Hak penyebarluasan;
4) Hak adaptasi, termasuk didalamnya hak penerjemahan, hak
administrasi, hak film;
5) Hak atas rekaman suara;
6) Hak atas program siaran.
b. Hak moral
Hak moral merupakan suatu hak yang melekat dalam diri pencipta
untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan-
ciptaanya dan hak atas keutuhan hasil ciptaanya tidak dapat dihilangkan
tanpa alasan apapun meski hak cipta tersebut sudah dialihkan. Oleh

karena itu, meskipun dari segi haknya sudah dialihkan atau diserahkan

27 Toni Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, (Yogjakarta: Graha limu,
2010), h. 74
28 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, h. 47.
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kepada pihak lain akan tetapi pencantuman nama pencipta dalam karya
tersebut harus tetap tercantumkan. Dalam hal ini hak moral memiliki
dua macam yaitu:
1) Hak untuk diakui sebagai pencipta
Hak ini memiliki maksud bahwa nama pencipta haruslah tercantum
pada karya pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan
dihadapan public.
2) Hak keutuhan karya
Hak ini memiliki tujuan untuk mencegah tindakan perubahan
terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dari pencipta.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 angka 1 huruf e UUHC bahwa
pencipta dapat mempertahankan ciptaannya apabila terjadi distorsi
ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan atau yang dapat
merugikan reputasi atau kehormatannya. Oleh karena itu pencantuman
nama pencipta pada kulit buku, halaman judul, ataupun akhir tulisan
(yang berupa brosur atau pamflet) itu bersifat mutlak sebagaimana juga
dalam karya seni dan kesusastraan.?®
Sedangkan dalam pengertian Undang-Undang, hak cipta memiliki asas
yang bersifat deklaratif yang mana perlindungan hukum akan diberikan secara
otomatis apabila ciptaan tersebut sudah dalam bentuk wujud meskipun tanpa

mendaftarkannya terlebih dahulu.®® Artinya, hak ekslusif tesebut tidak akan bisa

2 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.
67.
30 Khoirul hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual), h. 32.
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diberikan apabila karya tersebut masih dalam bentuk ide atau gagasan. Selain
itu, sebagaimana tradisi yang ada dalam Negara yang menganut civil law system,
sebuah ciptaan akan mendapat perlindungan secara hukum apabila syarat
keaslian dalam ciptaan terpenuhi. Hal ini penting karena digunakan sebagai
parameter bagi perlindungan hak cipta. Dimana persyaratan keaslian tersebut
merupakan sebuah petunjuk untuk menentukan dan memastikan ruang lingkup
hak cipta dalam substabsinya.®

Secara hukum memang telah diakui bahwa hak cipta lahir setelah ciptaan
dituangkan kedalam bentuk yang nyata. Pengertian dalam bentuk yang nyata
mengandung makna dapat didengar, dibaca atau dilihat sesuai dengan bentuk
ciptaan. Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hasil dari setiap karya dalam bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan
dalam bentuk yang nyata.

Selain itu, kriteria orisinal dalam sebuah ciptaan tidaklah mensyaratkan
adanya derajat yang tinggi. Karena pada prinsipnuya suatu ciptaan tidak boleh
sama dengan ciptaan yang lain. Ciptaan orisinal merupakan suatu ciptaan yang
dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri.®? Artinya, berdasarkan
kreativitas dari pencipta tersebut juga menunjukkan adanya hubungan moral

antara pencipta dengan ciptannya. Dimana kreativitas menjadi factor yang

31 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, h. 28.
32 Henry Soekistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, h. 52.
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menentukan ciri atau refleksi dari karakter penciptanya. Dengan kata lain hasil
dari sebuah ciptaan mencerminkan karakter dari penciptanya dan karakter
sebuah ciptaan merupakan bentuk refleksi kepribadian dari penciptanya. Oleh
karena itu, hal ini juga merupakan refleksi hak moral pencipta yang tidak
dicederai baik melalui tindakan perusakan atau pemotongan ciptaan maupun
tindakan distorsif lainnya yang dapat merusak atau mengganggu pribadi
pencipta yang didalam dirinya hak moral melekat.

Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, pada Pasal 40 ayat 1 Undang-
Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan
pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi:

a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah,pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,,
kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
Karya seni terapan;
Karya arsitektur;
Peta,;
Karya seni batik atau seni motif lain;
Karya fotografi;
Potret;
. Karya sinematografi;
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan program computer maupun mediasi lainnya;
g. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi budaya
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan

=h @D
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S.

Program komputer.*

Adapun masa berlakunya hak moral dalam hak cipta telah disebutkan

dalam Pasal 57 UUHC yakni:

a.

Hak moral pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf
(@) tentang pencantuman nama atau tidaknya, huruf (b) tentang
penggunaan nama asli atau samaran, dan huruf (e) tentang
mempertahankan haknya dalam hal terjadi distoorsi ciptaan, mutilasi
ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa adanya batas waktu.

Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf
(c) tentang hak pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan
kepatutan dalam masyarakat, dan huruf (d) tentang hak pencipta untuk
mengubah judul dan anak judul, berlaku selama berlangsungnya jangka

waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan mengenai masa perlindungan atau masa berlakunya

hak ekonomi Pasal 58 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

a.
b.
o

Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

Ceramabh, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

Lagu atau music dengan atau tanpa teks;

Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

Karya arsitektur;

Peta; dan

Karya seni batik atau seni motif lain;**

% Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
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Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh)
tahun setelah pencipta meninggal dunia yang terhitung mulai tanggal 1 (satu)
januari tahun berikutnya. Apabila dalam hal ini ciptaan dimiliki oleh dua orang
maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal
paling akhir dan terus berlangsung selam 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.
Sedangkan ketika ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum maka masa
perlindungan berlaku selam 50 (lima puluh) tahun sejak pertama Kkali
diumumkan.
2. Norma Perlindungan Hak Moral

Secara garis besar, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar bagi
perhitungan masa perlindungan hak moral yakni selama berlakunya hak cipta
dan perlindungan yang bersifat abadi atau perpetual. Negara-negara seperti
Kanada, Inggris, Australia dan Negara-negara persemakmuran lainnya
merupakan Negara-negara yang menggunakan konsep penentuan yang
didasarkan pada masa berlakunya hak cipta. Dalam skala multilateral, Konversi
Bern telah menetapkan bahwa pada Pasal 6 bis yang terletak pada paragraph 2
menjelaskan bahwa masa berlakunya hak moral diperhitungkan sama dengan
masa berlakunya hak ekonomi. keduanya mengacu pada masa berlakunya hak
cipta secara utuh dihitung dengan berdasarkan pada aturan hukum nasional
yang berlaku yaitu selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun
setelah pencipta meninggal dunia, atau 70 tahun setelah pencipta meningeal

dunia.®®

35 Henry Soelistyo, hak cipta tanpa hak moral, h. 82.
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Sedangkan perlindungan hak moral yang bersifat peptual atau abadi
diberlakukan dinegara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hak moral juga
dinyatakan tidak dapat dicabut dan tanpa adanya batas waktu. Hal tersebut
terbukti dari prinsip pelaksanaannya yang tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan ahli warisnya. Karena tidak dibatasi sampai berapa generasi hak
ahli waris itulah maka dapat dikatakan bahwa perlindungannya terus
berlangsung abadi. Sementara itu, Undang-undang hak cipta di Indonesia
mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak moral pencipta sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku
tanpa batas waktu.

b. Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa hak moral pencipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d berlaku selama
berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.
Dalam norma perlindungan perlindungan hak moral terdapat dua esensi

yang terkandung didalamnya yakni hak integritas pencipta dan hak atribusi. Hak

integritas merupakan sebuah representasi yang paling menonjol dalam citra
prbadi dan martabat seorang pencipta. Melalui hak integritas ini, pencipta dapat
menghentikan atau melararang perusakan, pemotongan atau perubahan
ciptaannya apabila tindakan tersebut dapat mengganggu kehormatan dan
reputasi bagi dirinya. Melalui hak ini juga, seorang pencipta apat mengontrol
peredaran ciptaanya dimasyarakat. Selaiin itu, pencipta juga dapat menyetujui

adaptasi dan perubahan apabila tidak mengganggu reputasinya. Sedangkan hak
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atribusi dalam hak moral mengharuskan identitas pencipta dilekatkan pada
ciptaan, baik dengan menggunakan namanya sendiri maupun dengan
menggunakan nama pena atau nama samaran. Namun, dalam hal-hal tertentu
dan aas pertimbangan yang rasional dari pencipta, ia dapat meniadakan identitas
dirinya dan membiarkan ciptaanya berstatus anonym. Hal ini dapat dilakukan
dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima. Prinsip adanya keadaan
dan alasan yang dapat diterima itu belum teruji dalam kasus-kasus di
pengadilan. Akan tetapi hal tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh kondisi
kerumitan dalam proses penciptaan karya kolektif dan pertimbangan untuk
sekedar memudahkan Penelitian identitas pencipta dengan hanya
mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.3®

3. Pencipta dan Konsep Kepemilikan Hak Cipta

Dalam pengertian secara singkat yang dimaksud dengan pencipta adalah

seseorang yang menghasilkan sebuah ciptaan. Namun jika menilik pengertian
dari Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan pencipta adalah
seseorang baik sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang
bersifat khas dan pribadi. Sedangkan secara konsep yang dijelaskan dalam Pasal
31 UUHC yang dimaksud dengan pencipta adalah:

Orang yang disebut dalam ciptaan;

Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.®’

o0 o

3 Henry Soelistyo, Hak cipta Tanpa hak Moral, h. 108.
37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
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Adapun pencipta secara garis besar dibagi menjadi dua macam yakni
perorangan dan badan hukum.
a. Perorangan
Pasal 34 UUHC menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan yang dirancang
oleh seseorang akan tetapi dalam pengerjaan dan pewujudannya
dilakukan oleh orang lain dibawah kepemimpinan dan pengawasannya
maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang
ciptaan tersebut.
b. Badan hukum
Konsep kepemilikan yang dimiliki oleh badan usaha atau badan hukum
dapat bersifat privat dan publik. Kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh
badan hukum privat dapat ditunjukkan melalui Pasal 37 UUHC yang
menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman,
pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan
hukum tersebut tanpa menyebutkan seorang pencipta maka yang dianggap
sebagai pencipta adalah badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta
oleh badan hukum publik telah dijelaskan melalui Pasal 35 ayat (1) yang
mengatakan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh
pencipta dalam hubungan dinas maka yang disebut sebagai pencipta adalah
instansi pemerintahan.
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
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perundang-undangan yang berlaku.®®Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang
setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu
diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk hak cipta yang
sudah diumumkan maupun hak cipta yang tidak atau belum diumumkan.
Disamping itu dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

a. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut
belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang
oleh negara untuk kepentingan pencipta.

b. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui
penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran
penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang
melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.

c. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan
pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut
dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak berlaku jika pencipta dan atau pihak yang melakukan
pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.

e. Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
dilaksanakan oleh menteri.*°

Sedangkan peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yakni:
a. Sistem Pewarisan Ab Intestato (menurut undang-undang atau karena
kematian atau tanpa surat wasiat).
1) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak

pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
39 Nurachmad, Much, Segala tentang HAKI di Indonesia, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h. 31.
40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
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golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852 a ayat
2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak
adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari
perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak
mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka
mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan
dari perkawinan yang berbeda.*!

2) Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari
bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur
golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdata.
Pasal 854 KUHPerdata tentang bagian warisan jika masih ada bapak
dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masingmasing 1/3 jika
ada satu saudara, dan masing-masing ¥4 jika ada dua saudara atau
lebih. Pasal 855 KUHPerdata tentang bagian warisan jika hanya
terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama
adalah % jika mewaris bersama satu orang saudara, 1/3 jika mewaris
bersama sama dua orang saudara, ¥ jika mewaris bersama 3 orang
saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerdata, tentang tidak ada
bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan.
Pasal 857 KUHPerdata adalah mengenai pembagian saudara,

adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu

41 Samiran Jerry Franciskus, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta”, Lex Privatium, Vol. IV, No. 2, (Februari, 2016), h. 6
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3)

4)

saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Bagian
saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar,
sedangkan jika saudara saudara berasal dari perkawinan yang
berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu ¥z bagian
untuk saudara dalam garis sebapak, dan ¥z untuk saudara garis seibu,
saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis
sebapak dan bagian dari garis seibu.

Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya,
beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis sebapak
maupun dalam garis seibu. Pasal-Pasal yang mengatur golongan
ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPerdata. Seperti halnya
pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerdata, pembagian dalam
ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih
dahulu, yaitu %2 bagian untuk ahli waris dalam garis sebapak, dan %2
bagian untuk ahli waris garis seibu.

Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta
sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris
golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah
dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-Pasal yang
mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861,
KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya
sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian

warisan harus di kloving terbelih dahulu, yaitu 1/2 bagian untuk ahli
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waris dalam garis sebapak, dan % bagian untuk ahli waris dalam
garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak
mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam
tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat
pengaturan di dalam Pasal 861 KUHPerdata: “Keluarga sedarah,
yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis
menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.

b. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (testament). Pasal 875
KUHPerdata berbunyi: “surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta
berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi
setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”“?. Dari
ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat
adalah sebagai berikut:

1) Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia.
2) Dapat dicabut kembali.
3) Bersifat pribadi.
4) Dilakukan dengan cuma-cuma.
5) Merupakan perbuatan hukum sepihak.
6) Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta
otentik)*
C. Konsep Perlindungan Hukum
Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, karena

pada dasarnya kehidupan masyarakat tidak terlepas dari fungsi hukum dalam

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Landasan yang dapat

42 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h
226

43 Samiran Jerry Franciskus, “Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-
Undang Npmpr 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta”, Lex Privatium, Vol. IV, No. 2, (Februari, 2016), h. 8
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dijadikan sebagai pijakan dalam perlindungan hukum adalah pancasila sebagai
dasar dan falsafah Negara. Dengan menggunakan landasan pancasila maka
prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada
pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila.**
Perlindungan kepada masyarakat memiliki banyak dimensi yang salah satu
diantaranya adalah dalam aspek perlindungan hukum. Perlindungan kukum
bagi setiap individu dari warga Negara Indonesia selalu dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh
karenanya setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa
mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan
harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang
berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang
mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga
Negara Indonesia tanpa terkecuali.
Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatau patokan
mengenai perlindungan hukum yaitu :
1 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut.*

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengandilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi, (Surabaya: Peradaban, 1987), h. 18.

4 Sutjipto raharjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.
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2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasah
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujutkdkan ketertiban
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.*®

3 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.*’

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atan
konsep Rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari
keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Konsep rechtseet muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan
oleh Julius stahl, pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep Negara
hukum (rule of law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. konsep rechtstaat
menurut Julius stahl. Secara sederhana dimaksudkan dengan Negara hukum
dalam Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya
didasarkan pada hukum, konsep Negara hukum atau rechtsataat menurut Julius

Stahl mencakup 4 elemen yaitu:*®

46 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister 1lmu Hukum Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

47 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universtas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum, h. 2.
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1. Perlindungan hak asasi manusia

2. Pembagian kekuasaan

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan
dimana dalam hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme,
yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan
konstitusi pada hakikatnya mentaati imperative yang terkandung sebagai
subtansi maknawi didalamnya imperative hak-hak asasi warga harus dihormati
dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun.
Ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau
untuk mengetahu jalannya proses pembuatan kebijakan puplik. *° Oleh
karenanya terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum
preventif dan perlindungan hukum represif.

J.P. Fitzgerald tokoh teori Perlindungan Hukum menguraikan bahwa
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan
tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi

kepentingan dilain pihak.>°

49 Sudikno Mertokusumo, Perlindungan Hukum, (Yogjakarta: Liberty, 2003), h. 22.
%0 Sudjipto Raharjo, IImu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.
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Selanjutnya dijelaskan oleh philipus M. Hadjon, yang membedakan dua
macam perlindungan hukum vyaitu : (1). Perlindungan hukum prepentif, dalam
perlindungan hukum prepentif berupa pencegahan kepada masyarakat untuk
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah
(kebijakan) menjadi kebijakan yang difinitif. (2) perlindungan hukum represif
bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat
diberikan melalui badan pradilan.®*

Mekanisme perlindungan hukum preventif secara yuridis terutama yang
berhubungan dengan proses mekanisme pengambilan kebijakan yang
menimbulkan dampak bagi masyarakat telah dilegalisasi dalam bentuk
undang-undang, yaitu dengan diberlakukannya undang-undang No.12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 53
menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-
undang dan rancangan peraturan Daerah.

Sedangkan perlindungan hukum masyarakat secara represif dapat
dilakukan melalui lembaga-lembaga atau badan-badan yang berhak menangani
atau menyelesaikan sengketa, apabila kebijakan tersebut menimbulkan
sengketa maka masih ada upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat
dengan mengajukan penyelesaian baik melalui pengadilan maupun luar

pengadilan.

51 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum, h. 2.
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D. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Pada Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta telah ditentukan daftar panjang mengenai jenis-jenis ciptaan yang
dilindungi. Secara kategoris, ciptaan tersebut meliputi karya ilmu pengetahuan,
karya sastra dan karya seni. Sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta,
terhadapnya melekat hak ekonomi dan hak moral. Sejauh menyangkut hak
ekonomi, Penelitinya sebagai pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi
karya tulisnya, baik melalui penerbitan dalam buku maupun pemuatannya
dalam media publikasi ilmiah maupun majalah popular lainnya. Pencipta dapat
memperoleh royalti dari penerbitan bukunya atau mendapatkan honorarium
bagi pemuatan artukelnya dimedia. Jika kemudian dapat dihimpun dalam
jumlah yang memadai, kumpulan dari tulisan-tulisan tersebut dapat dibukukan
menjadi bunga rampai. Penerbitan seperti itu akan memberikan tambahan
income bagi penciptanya.

Sementara itu, hak moral memberikan jaminan perlindungan terhadap
pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara
tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas
pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila
terdapat sebuah pelanggaran terhadap kedua esensi hak moral, yaitu right of
paternity atau right of integrity. Ketika pelanggaran terjadi, pencipta dapat
melaksanakan haknya, vyaitu dengan menuntut pelanggarnya untuk

memulihkan hak-hak dan kepentingannya. Pelaksanaan hak tersebut difasilitasi
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dengan mekanisme penuntutan sebagaimana layaknya apabila terjadi
pelanggaran terhadap hak yang merugikan.

Adapun hak-hak yang dimaksudkan di atas telah disebutkan dalam dalam
Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana seorang
pencipta memiliki hak eklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.
Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam
Pasal 4 merupakan sebuah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta
untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum;

Menggunakan nama asli atau nama samarannya;

Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
Mengubah judul dan anak judul ciptaan;

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi

ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan
diri atau reputasinya.>?

OINEENCONND

Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan masa perlindungan hak moral
ini telah dijelaskan melalui Pasal 57 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah
disebutkan di atas. Adapun atauran lain yang juga dapat menjadi pelindung dari
hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap
Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.
Diluar Undang-Undang Hak Cipta, pemerintah Indonesia memiliki
perangkat hukum yang digunakan untuk mencegah peredaran buku-buku

yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Perangkat hukum yang

52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
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dimaksud adal Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan

terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu

Ketertiban umum. Adapun perangkat institusionalnya yang menjadi

pelaksana regulasi itu adalah Kejaksaan Agung. Tugas kewenangan serta

kelembagaan institusi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang

Pokok-Pokok Kejaksaan RI.%3
Kriteria pelarangan terutama mengacu pada penilaian apakah ciptaan

atau barang cetakan tersebut akan mengganggu ketertiban umum. Tolak

ukurnya harus dihubungkan dengan dasar-dasar tata tertib kehidupan rakyat,
dan Negara pada suatu saat, seperti merusak kepercayaan masyarakat
terhadap pimpinan nasional, merugikan akhlak, menyajikan pencabulan dan
tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya ideology,
politilm ekonomi, social, budaya, dan pertahanan keamanan.

Secara lebih spesifik, contooh barang-barang cetakan yang berpotensi
mengganggu ketertiban umum adalah:

a. Barang cetakan yang berisi tulisan atau gambar/lukisan yang
bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan rencana pembangunan
jangka panjang;

b. Barang cetakan yang mengandung dan menyebarkan ajaran/paham
komunis/marxisme-leninisme yang dilarang berdasarkan berdasarkan
Tap MPRS No. XXV/MPRS 1966;

c. Barang cetakan yang merusak kesatuan dan persatuan masyarakat,
bangsa dan NKRI, merusak kepercayaan masyarakat terhadap

kepemimpinan nasional dan yang berpotensi merusak progam
pembangunan nasional.>*

58 Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.
5 Undang-Undang No. 4/Pnps/1963 Tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang
Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum.
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2. Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Penanganan lain untuk melindungi hak cipta yang ada di Indonesia
adalah melalui penanganan secara administrasi Negara. Peraturan yang
memuat kewenangan administrasi Negara adalah Undang-Undang No. 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Bab X mengenai larangan
pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau impor barang
hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh
aparat bea dan cukai. Akan tetapi kewenangan Bea dan Cukai bersifat pasif,
dimana kewenangan mereka hanya dilakukan apabila pemilik atau
pemegang hak cipta meminta kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan
perintah tertulis yang ditujukan kepada Bea dan cukai untuk menangguhkan
sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan
Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil
pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia.>®

Terkait dengan larangan dan pembatasan ekspor atau impor tersebut,
dalam undang-undang telah disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) yang
menjelaskan bahwa untuk kepentingan terhadap pelaksanaan ketentuan
larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan
larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor barang tertentu wajib

memberitahukan kepada Menteri. Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa

55 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung: Mandar Maju,
2012), h. 43
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ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau
pembatasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat sebelumnya diatur
diatur oleh Menteri. Sementara itu, ayat 3 menjelaskan bahwa semua barang
yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau
diimpor, apabila telah diberitahukan dengan dengan pemberitahuan
pabeean, atas permintaan importer atau eksportir maka barang tersebut
dapat dibatalkan ekspornya, dapat diekspor kembali, atau dapat
dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bead an cukai.
Lebih jelasnya Pasal 53 tersebut berbunyi:

a. Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan
larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan
larangan dan/atau pembatasan atas Impor atau Ekspor baran tertentu
wajib memberitahukan kepada Menteri.

b. Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan
dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Menteri.

c. Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat
untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan
Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat
dibatalkan ekspornya, diekspor kembali; atau dimusnahkan di bawah
pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

d. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang
tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan
sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

E. Tinjauan Umum Tentang Kitab Al-Adzkar Karya Imam Nawawi

1. Biografi Imam Nawawi
Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulah Muharam tahun 631 H

di kota Nawa.>” Nama lengkap beliau adalah abu zakaria yahya bin syaraf

% Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
57 Imam An-Nawawi, Raudharuth Thalibin, Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H.
Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 54.
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bin muri bin hasan bin husain bin muhammad bin jum’ah bin hizam al-
Hizami an-Nawawi.>® Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang
biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan
sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan
memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari
kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai
anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan
atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah
bagi perempuan.

Imam an-Nawawi dijuluki abu zakaria karena namanya adalah yahya.
Orang arab sudah terbiasa memberi julukan abu zakaria kepada orang yang
bernama yahya, karena ingin meniru yahya nabi Allah dan ayahnya zakaria,
sebagaimana juga seorang yang bernama yusuf dijuluki abu ya’qub, orang
yang bernama ibrahim dijuluki abu Ishag dan orang yang bernama umar
dijuluki abu hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan
yang berlaku sebab yahya dan yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya
pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.>®

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya hizam yang
tersebut di atas. Syaikh Imam Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian
kakeknya menyangka al-hizami merupakan nisbat pada hizam abu hakim,

salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Hizam disini adalah kakeknya

58 Syaikh Ahmad Farid, Min A ’lam As-Salaf, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu’i Taman,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 756
% Syaikh Ahmad Farid, Min A ’lam As-Salaf, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu’i Taman, h. 756.
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seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang
Arab. Lalu bermukim disana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga
manusia menjadi banyak. An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa
tersebut. Dia merupakan pusat kota al-Jaulan, dan berada di kawasan
Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam an-Nawawi adalah orang
Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun.
Abdullah bin al-Mubarak pernah berkata, “barangsiapa yang menetap di
suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya”®°. Imam
Nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi
gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak
senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya.
Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh
pada diri Imam An-Nawawi, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan
tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah,
menyuruh melakukan perbuatan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang
mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-
karyanya.

Imam An-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta
dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat
adanya wira’i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat,
amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma’ruf, nahi

mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada rasul nya. Semua

60 Syaikh Ahmad Farid, Min A ’lam As-Salaf, Penerjemah: Masturi Ilham & Asmu’i Taman, h. 7.
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itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang. Imam An-
Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat
yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun.
la telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab
ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah
menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada
masanya. Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang
bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. la
memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. la
memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan
dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi. Adz-Dzabhi
mensifati Imam Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang,
berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak
bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Imam
Nawawi selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit
baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam
membela agama Allah. Adapun hasil karya dari Imam Nawawi adalah
sebagai berikut:

a. Dalam bidang figh: Al-majmu’, Raudhatuh at-Thalibin, al-Minhaj,

dan al-Fatwa.
b. Dalam bidang hadist: Syarah Shahih Bukhari, al-Minhaj Syarah

Shahih Muslim, Syarah Sunnan Abu Dawud, Arba’in an-Nawawi.
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Riyadu ash-Sholihin, dan atiTaqrib wa at-Taysir fi Ma rifat Sunan
al-Basyirin Nadzir.

c. Dalam bidang biografi dan bahasa arab: tadzhib al-asma’ wa al-

lughat, Thabigat asy-syafi iyyah, Manaqib asy-Syafi’i.

d. Dalam bidang akhlak: at-Tibyan fi adab hamalati al-Quran, Bustan

al-Arifin, dan al-Adzkar
2. Kitab al-Adzkar

Dalam pendahuluan atau mugaddimah kitab al-Adzkar Imam Nawawi
telah menjelaskan bahwa telah banyak ulama-ulama yang yang mengarang
kitab dengan menyebutkan sanadnya secara lengkap dan juga sering
diulang-ulang. Oleh karena itu beliau kemudian memiliki keinginan agar
umat islam dapat lebih mudah untuk mempelajarinya dan juga
mengamalkan dzikir-dzikir maka kemudian beliau meringkas sanadnya.
Sebagai ganti dari sanad yang dibuangnya, beliau menyebutkan kualitas dari
hadist tersebut. Imam Nawawi mengakui bahwasannya Penelitian dari kitab
ini adalah sebagai bentuk dari usaha untuk mempermudah umat islam yang
ingin menggiatkan amalan-amalan dzikir namun kesulitan untuk mencari
amalan dzikir yang disunnahkan oleh Rasululloh SAW.

Selain alasan tersebut, adanya Penelitian sanad yang dituliskan secara
lengkap dan sering diulang-ulang cenderung memfokuskan pembahasan
hadist pada sisi perawi, matan dan silsilahnya. Menurut Imam Nawawi hal
ini tentu belum terlihat cukup praktis untuk dikonsumsi oleh orang banyak,

apalagi bagi mereka orang-orang awam yang masih berada pada fase
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pemula dalam pengalaman islam. Tentunya hal ini akan berbeda dengan
mereka yang tergolong orang-orang yang memang memiliki konsentrasi
dibidang ilmu-ilmu hadist maupun ilmu-ilmu keislaman. Untuk itulah
mengapa kitab ini kemudian disusun agar mereka orang-orang awam dapat
mengetahui dan mengamalkan bacaan dzikir yang disunnahkan secara lebih
praktis tanpa dibingungkan dengan adanya penyebutan sanad yang begitu
lengkap dan diulang-ulang.

Kitab ini berisikan tentang hadist-hadist yang telah tercantum dalam
kitab-kitab hadist terkenal dikalangan umat islam pada saat itu. Hanya saja
bagi mereka yang ingin mengetahui dzikir-dzikir yang disunnahkan oleh
nabi Muhammad SAW tentu merasa kesulitan jika harus memeriksa satu
persatu seluruh kitab-kitab hadist itu. Dengan adanya kitab ini tentu akan
memudahkan mereka untuk mengetahui dzikir-dzikir yang disunnahkan
oleh Nabi Muhammad SAW tanpa harus membuka kitab-kitab hadist yang
mungkin jumlahnya ribuan.

Pembabakan dalam kitab ini Imam Nawawi membaginya dari segi
kejadian atau masalah praktis yang terjadi dikalangan umat islam. Seperti
halnya do’a-do’a yang harus dibaca saat akan melakukan aktivitas sehari-
hari yang mungkin dianggap sepele dan jarang dibahas secara lebih serius,
dengan membaca kitab ini mereka akan mengetahui bahwa bahwa do’a-do’a
tersebut ternyata memang shahih dan bersumber langsung dari Nabi

Muhammad SAW.
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Melalui kitab ini Imam Nawawi mengantarkan siapa saja yang ingin
mengetahui hakikat Islam. Bahwa islam adalah agama yang sebenarnya
yang menginginkan segala aktivitas manusia baik secara lahir maupun batin
selalu diikatkan dengan Allah SWT melalui perantaran do’a agar perbuatan
tersebut menjadi lebih berkualitas serta membawa keberkahan, tidak hanya
bagi yang beramal tapi juga bagi mereka yang merasakan akibat dari amal
tersebut.

F. Kitab Kuning

Di Indonesia memiliki sebuah tradisi yang agung yakni sebuah tradisi
pengajaran agama Islam seperti yang muncul didalam pesantren-pesantren yang
ada di Jawa dan lembaga-lembaga serupa diluar Jawa serta semenanjung
Malaya. Tradisi pengajaran yang dimaksud adalah penggunaan kitab-kitab
klasik yang telah ditulis beberapa abad lalu yang digunakan untuk
mentransmisikan Islam radisional. Kitab-kitab inilah yang kemudian di
Indonesia dikenal dengan istilah kitab kuning. Jumlah teks kalsik yang diterima
di pesantren sebagai kitab al-mu tabaroh pada prinsipnya adalah terbatas. llmu
ang bersangkutan dianggap sesuatu yang sudah bulat dan tidak dapat ditambabh,
hanya saja bisa diperjelas dan dirumuskan kembali. Meskipun terkadang
terdapat karya-karya baru namun kandungannya tidak berubah.

Pengajaran kitab-kitab kuning yang ada dipesantren diberikan sebagai
upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren untuk mendidik calon-calon

ulama yang setia kepada faham islam tradisional. Kitab-kitab klasik ini
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merupakan bagian integral dari nilai-nilai dan faham pesantren yang tidak dapat
dipisahkan.®*

Pada dasarnya kitab kuning mempunyai arti sebagai istilah yang diberikan
kepada kitab yang berbahasa arab tanpa harakat dan arti yang biasanya
dituliskan didalam kertas yang berwarna kuning. Dimana dalam sebuah
pesantren kitab kuning tersebut dikaji oleh para santri yang dipimpin langsung
oleh kyai atau ustadz yang mengajarnya. Istilah kitab kuning tersebut muncul
dilingkungan pondok pesantren yang ditujukan kepada kitab-kitab ajaran islam
yang ditulis tanpa adanya harakat dan arti. Kitab-kitab juning inilah yang
kemudian digunakan oleh pondok pesantren sebagai standar bagi santi dalam
memahami ajaran islam.

Adapun isi yang dikaji dalam kitab kuning kebanyakan memiliki dua
komponen yakni komponen pertama adalah matan dan konponen kedua adalah
syarah. Menurut tata letaknya, matan merupakan isi inti yang akan dikupas oleh
syarah dan letaknya terdapat di luar garis segi empat yang mengelilingi

syarah.®?

61 Suyoto, Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 61.
2 M Dawam Raharjo, Pesantren dan Pembaharuan, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 87.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah yuridis empiris atau law field research dengan kata
lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula sebagai
penelitian lapangan. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi
hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap identifikasi hukum.®® Data yang
diperoleh dalam penelitian hukum ini dari data primer atau langsung
masyarakat®®, sehingga prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati sesuai keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan untuk mengetahui
fakta-fakta, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju
identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah
yang ditelaah berdasarkan perundang-undangan. Adapun yang menjadi objek
penelitian adalah para pengajar dari kitab al-adzkar yang berada di beberapa
pondok pesantren di Kota Malang.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
Pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan

untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

83 Soerjono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1983), him. 51.
84 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2010), him. 154.
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yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.®® Pendekatan
yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya
yaitu guna mengetahui tanggapan dari para pengajar kitab al-adzkar yang ada
dibeberapa pesantren di Kota Malang mengenai adanya penyalahgunan konten
yang terjadi di dalam kitab tersebut. Penelitian hukum yuridis sosiologis
biasanya dianalasis secara deksriptif, yaitu memaparkan penjelasan dan
menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dan penelitian ini tidak
memberikan justifikasi hukum sehingga hanya memaparkan fakta-fakta hukum
secara sistematis.

Adanya pemaparan secara sistematis tersebut peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa narasumber yang berhubungan dengan Penelitian
penelitian ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris
yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini Peneliti melakukan
wawancara kepada 3 (Tiga) pengajar Kitab al-adzkar yang berada di Kota
Malang.

C. Lokasi Penelitian
Peneliti melakukan penelitian di Kota Malang. Adapun subjek penelitian

ini adalah 3 (Tiga) pengajar ktab al-Adzkar yang berada di Malang, Jawa Timur.

8 Soerjono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1983), him. 51.
% Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2010), him. 53.
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D. Metode Penentuan Subjek

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri
atau karakteristik yang sama.®” Jadi populasi bisa diartikan sebagai objek,
seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat,
gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri
atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.%® Dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pengajar kitab al-Adzkar di
beberapa pondok pesantren Kota Malang.

Objek yang dapat diambil dari populasi disebut dengan sampel. Sampel
pada penelitian ini adalah 3 (Tiga) pengajar kitab al-adzkar dari pondok
pesantren berbeda yang ada di kota Malang. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini adalah random sampling, yakni semua populasi memupunyai
kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel.
Alasan peneliti memilih sampel tersebut adalah karena menurut peneliti
keempatnya sudah cukup mewakili atau representatif dari populasi pengajar
kitab al-adzkar yang berada di pondok pesantren kota malang, selain itu juga
karena adanya faktor keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan sudut

pandang penelitian hukum diungkapkan, pada umumnya peneliti

mengumpulkan data primer dan data sekunder.

7 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), him. 171.
% Bahder Johan, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), him. 145.
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1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu
penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.®® Data primer
merupakan data utama dalam penelitian. Dalam hal ini, untuk memperoleh
data maka peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yakni:
a. Ustadz Dwi Firdausi, S.H., M.Si;
b. Ustadz Khafidz Pengajar di Pondok Pesantren Al-Fatih, Karangploso;
c. Kyai Marzugi Mustamar Pengajar di Pondok Pesantren Sabilurrosyad,
Gasek.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak
langsung kepada pengumpul data yang berkaitan dengan materi
penelitian.”® Data ini membantu memberikan keterangan/data
pelengkap/penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
undang-undang, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun website yang
berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang
digunakan berupa:
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

¢. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

8 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), him. 156.
0 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), him. 62.
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d. Undang-undang atau buku lainnya yang berkaitan dengan tema
penelitian yang dibahas
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam,
namun dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:
1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses
memperoleh keterangan atau tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil
bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.”* Selain itu
wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalan
komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul
data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam hal ini,
peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (yaitu perpaduan
antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur). Dimana
peneliti telah mempersipakan pertanyaan sesuai dengan tema penelitian,
namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu
ketika wawancara (pertanyaan accidently). Tujuannya untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara
dimintai pendapat dan gagasan-gagasan maupun ide-ide informasi. Dalam
hal ini Peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni 4

pengajar kitab al-Adzkar dari Pondok Pesantren di Kota Malang.

1 Burhan Ash-shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), him. 59.
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2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber
tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen
resmi, transkrip, buku, dan sebagainya.”? Metode dokumentasi yang
dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat sumber-sumber dokumen
yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Peneliti mengambil
langkah yang efisien dengan cara mengambil dokumen untuk melengkapi
kekurangan dan kelemahan dalam metode wawancara. Metode ini
digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip dan dokumen-
dokumen.
G. Teknik Analisis Data
Data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara dan
dokumentasi, selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah tahap akhir dari proses
penelitian untuk memunculkan hasil dalam penelitian. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sutrisno
Hadi, deskriptif kualitatif adalah setelah data dikumpulkan kemudian
dituangkan dalam bentuk uraian logis sistematis dan tahapan berikutnya
dianalisa untuk memperoleh kejelasan solusi permasalahan, selanjutnya
disimpulkan secara deduktif.”® Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan
memberikan gambaran terhadap bentuk perubahan konten yang terjadi dalam

kitab al-Adzkar, perlindungan hukumnya dan setelah itu dikaji berdasarkan

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), him. 206.

73 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 11, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 1985), him. 10.
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hukum positif di Indonesia. Namun, dalam hal ini peneliti tidak melakukan
justifikasi terhadap hasil penelitian.” Sedangkan menurut Soerjono Sukamto,
deskriptif analisis adalah segala sesuatu yang disampaikan responden baik
secara tertulis maupun secara lisan serta tingkah laku nyatanya, diteliti, dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”

4 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2010), him. 183.

7> Soerjono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 12.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Dampak Perubahan Isi konten Pada Bab Ziarah Kubur Dalam Kitab al-
Adzkar di Masyarakat

Kitab al-Adzkar merupakan sebuah buku karya tulis atau kitab yang ditulis
oleh seoarang ulama besar bernama Abu Zakariya yahya bin Syaraf bin Muri
Bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam al-Hizami an-
Nawawi. Beliau kemudian dikenal dengan nama Imam Nawawi karena beliau
lahir di desa yang bernama Nawa. Imam Nawawi merupakan seorang ulama
besar bermadzhab Syafi’l sekaligus pemikir muslim di bidang figh, dan hadist.
Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 H atau 1233 M dan telah
wafat pada bulan Rajab 676 H atau 1248 M.

Imam Nawawi merupakan ulama besar yang mengabdikan dirinya pada
ilmu keislaman. Sehingga tak pelak jika beliau memiliki beberapa buah karya
yang berkaitan dengan ilmu keislaman. Salah satu karya Imam Nawawi yang
bahkan sangat masyhur dikalangan pesantren Indonesia salah satunya adalah
kitab al-Adzkar. Dimana kitab ini merupakan kitab yang berisikin tentang
ringkasan hadist-hadist yang telah banyak dituliskan oleh pengarang lainnya
pada saat itu yang kemudian diringkas dengan cara membuang sanadnya
dengan penyebutan kualitas hadist sebagai gantinya. Selain itu kitab ini juga
berisikan tentang amalan dzikir-dzikir yang disunnahkan oleh Rasulullah
SAW. Pembuangan sanad yang dilakukan oleh Imam Nawawi merupakan slah

satu bentuk penyederhanaan yang dilakukan oleh beliau agar orang-orang yang
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mebacanya tidak dibingungkan oleh hal tersebut. Sehingga dengan adanya
penyebutan kualitas hadist itu menurutnya dapat memudahkan pembacanya
dalam menentukan hadist-hadist yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW.

Kitab al-Adzkar merupakan kitab yang termasuk dalam kategori kitab
kuning karena isi dari kitab tersebut ditulis dengan tanpa menggunakan harakat
dan isinya merupakan hadist-hadist yang bersifat shahih. Sebagaimana
pengertiannya yang dimaksud dengan kitab kuning adalah buah karya tulis
yang berisikan tentang pelajaran-pelajaran Agama Islam (dirasah al-
islamiyyah) seperti: figh, agidah, akhlak, tasawwuf, hadist, tafsir, ulumul
quran, ilmu tata Bahasa arab (nahwu dan sharaf). Selain itu, kitab kuning juga
berisi tentang ilmu sosial dan kemasyarakatan atau tata cara dalam hal
bermua’amalat. Istilah kitab kuning juga sering disebut dengan kitab gundul
oleh sebagian masyarakat karena kitab tersebut bertuliskan dengan bahasa arab
yang tidak memiliki harakat (fathah, kasrah, dhammah, sukun).

Dalam perkembangannya, kitab al-Adzkar ini mulai banyak tersebar
diberbagai penjuru tak terkecuali di Indonesia. Banyak juga pesantren di
Indonesia yang turut mengkaji Kitab karya beliau ini juga dikarenakan adanya
kesamaan antara mayoritas penduduk Indonesia dan juga Imam Nawawi ya kni
bermadzhab Syafi’i. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ajaran yang
termuat dalam kitab tersebut sudah mendarah daging dalam diri setiap santri
yang mengkajinya melalui guru-gurunya dalam sebuah pesantren.

Salah satu ajaran yang diajarkan melalui kitab tersebut adalah kesunahan

dalam melakukan ziarah kubur. Dimana dalam salah satu Pasal dalam kitab
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tersebut terdapat sebuah cerita yang menyebutkan bahwa setiap orang yang
sedang melakukan ibadah haji sudah sepantasnya untuk melakukan ziarah
kemakam nabi. Karena ziarah kemakam nabi merupakan salah satu bentuk
tagarrub yang paling penting, usaha yang menguntungkan dan ibadah yang
paling utama. Lebih lengkapnya dalam kitab al-Adzkar yang diterbitkan oleh

penerbit Darul Fikr, Damaskus Tahun 1994 hadist tersebut berbunyi:

O g o IS i i) ot 1 LSy Lo ade all Lo dll Jpoy 3505 b Joad
o 5l B (S o g i 2l OIS el oy ade all Lol Jpry 35 Y 3
A e ST LI a2y 136 (oLl sl el mily Sl 2ol e s ade Al

70 )l e s w3y 136 et Wl ade Lo ale L)y
Artinya: “Pasal tentang ziarah ke makam Rasulullah Saw dan Dzikir-
dzikirnya: Ketahuilah bahwa sudah sepantasnya bagi setiap orang yang
melaksanakan ibadah haji untuk menziarahi (makam) Rasulullah Saw, baik
melalui madinah atau bukan. Karena menziarahi makam Rasulullah Saw
termasuk dalam ibadah tagarrub yang paling penting, usaha yang paling
menguntungkan dan perintah yang paling paling utama. Jika ia sedang menuju
Madinah untuk berziarah, hendaknya ia memperbanyak membaca shalawat dan
salam untuk beliau didalam perjalanannya. Apabila ia telah melihat pohon-
pohon kota suci Madinah ...”

Teks serupa juga terdapat dalam kitab al-Adzkar yang diterbitkan oleh
penerbit al-Haromain Tahun 1955 dan Da al-Kutub al-Islamiyah Jakarta pada

tahun 2004. Hadist atau pasal tersebut bebunyi:

o IS ] et s Wl g wde Lol Jsey L3505 S et
(S o o il 3 O el oLy ade Al Lol Jse 35 ) a5 O 2o
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76 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 53
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Namun isi hadist yang dimuat dalam kitab al-adzkar di atas yang merupakan
manuskrip asli dari hasil karya Imam Nawawi yang kemudian diterbitkan ulang
oleh penerbit telah dirubah isi dan kalimatnya sehingga merubah makna asli
dari apa yang ingin disampaikan oleh Peneliti, adalah cetakan yang diterbitkan
oleh penerbit Dar al-Huda, Riyad Saudi yang mengubah kalimat di atas
menjadi:
B 2T o i & o)ty el Lol Sy s 55 3 ot
S5 138 ooy el Lo ale 3Ll o G O (g ke all Lo gy s

Artinya: “Pasal tentang ziarah ke masjid Rasulullah Saw: ketahuilah bahwa
sudah sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menziarahi masjid Rasulullah
Saw untuk memperbanyak shalawat kepada beliau didalam perjalanannya.
Apabila ia telah melihat pohon-pohon kota suci Madinah ...”

Dengan adanya tiga kitab pembanding dengan penerbit yang berbeda maka
secara logika teks yang sesuai adalah teks yang mengatakan ziarah kubur
adalah yang valid. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Dwi Hidayatul Firdausi
sebagai salah satu pengajar kita al-Adzkar “Seumpama cetakan dari DKI atau

Beirut atau Toha Putra itu kana ada perbedaan2. Makanya harus

mengkomersikan dari beberapa kitab. Tapi kalo dari beberapa kitab itu

" Imam Nawawi, al-Adzkar, (Mekkah: al-Haromain, 1955), h. 183; Idem, al-Adzkar An-Nawawi,
(Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah), h. 219.
78 Syaikh Idahram, Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, h. 54.
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seumpama dari beberapa cetakan penerbit itu kok hanya satu yang nyelentang
(berbeda) yang tidak sama dengan isi aslinya, itukan menimbulkan pertanyaan
ada apa disini. Sehingga perlu untuk dilakukan pengormesian dari kitab
adzkar yg asli itu berasal dari cetakan mana saja minimal 3 kitab adzkar dari
penerbit berbeda. Sehingga nanti dapat diambil kesimpulan yang menurut
jumhur ulama itu redaksi yang bebar redaksi yang mana. Redaksi yang
berbunyi ziarah kemakam kubur atau yang ke masjid. Kalo itu sudah dilakukan
maka logikanya yang cetakan 3 atau empat ini yang mengatakan ziarah kubur
maka itu yang valid "

Perubahan yang terjadi di atas merupakan sebuah pelanggaran distorsi
dalam sebuah ciptaan, bahkan hal tersebut juga termasuk sebagai perbuatan
mutilasi sebuah karya cipta bahkan jika dilihat dalam Penelitiannya juga
termasuk dalam kategori modifikasi hasil ciptaan. Seperti yang kita ketahui
bahwa di Negara hukum Indonesia sangat melindungi sebuah karya bahkan
Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang hak cipta yakni Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila melihat ke dalam
undang-undang hak cipta, maka adanya pelanggaran tersebut jelas masuk ke
dalam jenis pelanggaran hak yang dimiliki oleh seorang pencipta. Dimana
Pasal tersebut menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pencipta. Pasal
yang dimaksud adalah Pasal 57 yang berbunyi:&°

c. Hak moral pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf

(@) tentang pencantuman nama atau tidaknya, huruf (b) tentang
penggunaan nama asli atau samaran, dan huruf (e) tentang

8 Dwi Firdausi, Wawancara, Malang. Tanggal 07 November 2019
8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
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mempertahankan haknya dalam hal terjadi distoorsi ciptaan, mutilasi
ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa adanya batas waktu.

d. Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf
(c) tentang hak pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan
kepatutan dalam masyarakat, dan huruf (d) tentang hak pencipta untuk
mengubah judul dan anak judul, berlaku selama berlangsungnya jangka
waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak untuk
mempertahankan hasil ciptaannya apabila terjadi sebuah distorsi, mutilasi,
modifikasi yang terjadi pada hasil ciptaanya atau hal-hal yang dapat merugikan
reputasi dan kehormatan dirinya tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.

Menurut apa yang disampaikan oleh KH. Marzuki Mustamar saat ditemui
dikediamannya yang bertempat di Pondok Pesantren Sabilurrasyad,
GasekMalang, Jawa Timur mengenai hal ini beliau mengatakan”secara
pribadi sebagai ketua Tanfidiyah NU (Nahdlotul Ulama) Jawa Timur saya
melarang kepada para santri, para mahasiswa hususnya yang berada di Jawa
Timur untuk tidak membeli kitab al-Adzkar atau kitab apapun yang berasal
dari penerbit Darul Huda, Riyad, Saudi Arabia. Karena berkaitan dengan
pemalsuan kitab tersebut sayya dan para kyiai sejawa timur sendiri pernah
melaukan penelitian diajakarta membahas masalah tersebut dijakarta, dan
hasilnya memang banyak sekali terjadi penghilangan hadist-hadist yang
berkaitan dengan amalaiyah ahlusunnah khususnya nu,, termasuk di kitab

bukhori itu mas, ada sekita 4 hadis kalo ngga salah, yang sudah dimusnahkan

dari kitab bukhori” 8t

81 Marzuki Mustamar, Wawancara, Malang. Tanggal 12 November 2019.
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Selain itu mengenai dampak adanya perubahan bentuk konten dalam pasal
tersebut, Ustadz Dwi Hidayatul Firdausi sebagai salah satu pengajar kita al-
Adzkar sekaligus dosen pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang mengatakan “perubahan tersebut akan berdampak social bagi
murid yang diajarkan kitab tersebut. Karena pemahaman untuk legalitas untuk
ziarah kuburnyakan ngga ada. Jadi tidak diarahkan untuk ziarah kubur,
padahalkan ziarah kubur termasuk amaliah kita. Meskipun ziarah kemasjid
rasulullah juga boleh dilakukan dan itu juga anjuran. Yang paling mendasar
adalah perubahan karya ilmiah seseorang. Kalo diteliti dari haki ya dari segi
moral itu saja, karan kitab tersebutkan sudah masuk dan diajarkan di
Pesantren-Pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan. Sedangkan
materi untuk penguatan akidah dan menjastifikasi dari amaliah-amaliah yang
sudah ada itukan juga perlu ada dalil yang menjastifikasikan kebolehan itu.
Nah sedangkan dalil itu kok dihilangkan dari kitab adzkar nawawi berarti
itukan nanti berpengaruh pada pengertian para peserta didik itu (generasi
selanjutnya). Karena apa yang disebutkan di kitab itu masyhur juga
diajarkan.®? Pendapat yang mirip juga dikatakan oleh KH. Khafidz Mutohar
ketika ditemui dikediamannya Pondok Pesantren Al-Fatih, Bocek,
Karangploso. Beliau mengatakan “menurut saya pribadi mas, adanya
perubahan tersebut ya hanya memiliki dampak terhadap murid-murid atau
santri-santri yang diajar kitab tersebut, makanya mas kalo dipesantren itu

diperlukan sanad. Missal gini, masnya belajar sama gurunya, terus gurunya

82 Dwi Firdausi, Wawancara, Malang. Tanggal 07 November 2019.
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belajar lagi sama gurunya, dan gurunya lagi belajar sama gurunya terus
keatas sampe kepada Nabi Muhammad SAW, makanya mas milih guru itu juga
penting, nah kalo semisal ada kesalahan gini terus gurunya ngga tau karena
dia hanya belajar atau membaca sendiri tanapa ada guru, ketika kemudian ia
mengajar, wah yo bakal keliru kabeh ngkok mas %3
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Konten Pada Kitab al-Adzkar
Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Kitab al-adzkar karya Imam Nawawi merupakan sebuah karya dalam
bentuk buku yang berisikan hadist-hadist dari nabi Muhammad Saw yang
berhasil beliau selesaikan pada bulan muharram 667 H/1858 M. Apabila ditarik
dari sekarang maka kitab atau buku tersebut sudah tercipta dalam kurun waktu
161 tahun yang lalu. Dengan kurun waktu tersebut kini kitab tersebut sudah
dicetak oleh berbagai penerbit dan beredar luas untuk dapat dinikmati oleh
orang-orang setelahnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi adanya
perubahan yang dilakukan oleh penerbit-penerbit tersebut. Salah satunya
adalah perubahan yang dilakukan oleh penerbiit dari Darul Huda, Riyad, Saudi
Arabia. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang dapat dipandang dengan
sebelah mata, mengingat apa yang ditulis didalamnya merupakan hadist-hadist
yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu dibutuhkan
sebuah perlindungan yang nyata untuk dapat melindungi keutuhan dari apa

yang ingin disampaikan Imam Nawawi melalui karyanya itu.

8 Khafidz Mutohar, Wawancara, Malang. Tanggal 09 November 2019.
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Apabila masuk dalam hukum di Indonesia aturan hukum yang menyangkut
hak cipta telah diatur dalam Undang-undang sendiri yakni Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Aturan mengenai hak cipta yang ada
dalam undang-undang tersebut mencakup dua aspek yakni hak moral dan hak
ekonomi. Aturan mengenai hak tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
11 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dengan rincian sebagai berikut:4

1. Pasal 8 menyebutkan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi
atas Ciptaan.

2. Pasal 9 menyebutkan bahwa:

a. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1) penerbitan Ciptaan;

2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3) penerjemahan Ciptaan;

4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
Ciptaan;

5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

6) pertunjukan Ciptaan;

7) Pengumuman Ciptaan;

8) Komunikasi Ciptaan; dan

9) Penyewaan Ciptaan.

b. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta.

c. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara
Komersial Ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai masa perlindungan atau masa berlakunya
hak ekonomi Pasal 58 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas

ciptaan:%°

a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

8 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;

e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

g. Karya arsitektur;

h. Peta; dan

I. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh

puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia yang terhitung mulai

tanggal 1 (satu) januari tahun berikutnya. Apabila dalam hal ini ciptaan

dimiliki oleh dua orang maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup

pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung selam 70

(tujuh puluh) tahun sesudahnya. Sedangkan ketika ciptaan tersebut dimiliki

oleh badan hukum maka masa perlindungan berlaku selam 50 (Lima puluh)

tahun sejak pertama kali diumumkan.

Dalam ketentuan mengenai hak ekonomi sebagaimana yang telah diatur
dalam undang-undang tersebut, tentunya aturan mengenai hak ekonomi sudah
tidak berlaku lagi dalam kasus perubahan yang terjadi dalam kitab al-Adzkar
karya Imam Nawawi, mengingat karya tersebut sudah melebih batas waktu
perlindungannya. Dimana setelah jangka waktu tersebut menurut aturan di
Indonesia karya tersebut sudah menjadi milik public domain. Akan tetapi
perlindungan tetaplah harus diberikan kepada Imam Nawawi agar kitab
tersebut tidak dapat digunakan atau diperalat oleh orang lain demi kepentingan
yang bersifat individu maupun golongan. Sebagaimana dikatakan oleh
Fizgerald tujuan dari adanya perlidungan hukum adalah:

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak.2

8 Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, JOM Fakultas Hukum, Vol 3, No 2,
(Oktober 2016), h. 4.
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Oleh karena untuk menanggapi hal ini dalam Undang-Undang Hak Cipta

juga mengatur mengenai pelindungan tentang hak moral. Perlindungan hak

moral juga diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:®’

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang
melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a.

© o000

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan
selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat
dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan
haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut
dinyatakan secara tertulis

Dengan adanya perlindungan hak moral kepada pencipta melalui Pasal

tersebut maka adanya bentuk perubahan yang terjadi dalam kitab al-Adzkar

masih dapat untuk ditindaklanjuti. Karena dalam Pasal tersebut telah

menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta

dan berlaku abadi. Dimana dalam salah satu point dari Pasal di atas telah

disebutkan bahwa pencipta diberi kewenangan untuk mempertahankan haknya

apabila terjadi sebuah distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan,

atau hal lain yang dapat merugikan reputasi dan kehohormatannya.

87 Undang-UndangNo. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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Meskipun demikian dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta ini tidak memiliki sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan
pelanggaran hak moral. Mereka hanya dikenakan sanksi perdata yang berujung
pada pengembalian ganti rugi. Berbeda dengan aturan mengenai hak moral
yang terdapat dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Dimana pelanggar
hak moral dapat dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun penjara atau denda
paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Aturan
tersebut terdapat dalam Pasal 72 ayat 6 Undang-Undnag No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).®®

Pasal 24 yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan sebuah Pasal
yang menjelaskan mengenai ketentuan perlindungan dalam hak moral.
Sedangkan Pasal 55 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang
berkenaan dengan suatu ciptaan. Oleh karena aturan yang ada dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tidak lagi menjelaskan secara spesifik mengenai
sanksi daripada pelanggar hak moral maka diperlukan aturan lain agar dapat
menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kitab al-adzkar.

Adapun aturan lain yang juga dapat dikaitkan dengan permasalahan ini
adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya
pada Bab X mengenai larangan pembatasan impor atau ekspor serta

pengendalian ekspor atau impor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan

8 Undang-Undnag No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
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intelektual yang dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Dikaitkannya aturan
ini dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam kitab al-adzkar merupakan
hasil dari cetakan yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Indonesia, sehingga
perlu kiranya ada pembatasan dalam melakukan impor yang berasal penerbit
tersebut.

Akan tetapi karena kewenangan yang dimiliki oleh pihak bea an cukai ini
bersifat pasif maka perlu adanya pelapor dari pihak pencipta maupun ahli
warisnya kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan perintah tertulis yang
ditujukan kepada bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu
pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan
bukti yang cukup. Karena dengan cara seperti itu peredaran dari kitab al-
Adzkar yang berasal dari penerbit Darul Huda ini dapat dihentikan.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, tindak
pidana yang menyangkut dengan masalah hak cipta merupakan perkara yang
bersifat delik aduan.

Apabila kemudian permasalahan yang menyangkut mengenai perubahan
isi dari kitab al-adzkar ini terdapat dalam bentuk elektronik maka pelaku dapat
dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 45A ayat 1 Undang-
Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal teresebut
berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
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Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah).®®

Adanya pasal ini membuktikan bahwa hak cipta di Indonesia sangat
melindungi terhadap hasil ciptaan seseorang dalam bentuk apapun. Peraturan
ini muncul dan bahkan sudah mengalami perubahan seiring dengan
bertambahnya sistem pengetahuan dan juga mengikuti laju dari modernisasi
dibidang pengetahuan. Dengan adanya Undang-Undang ini dapat dipastikan

bahwa pelanggaran dalam bentuk elektronik atas perubahan isi konten pada

kita al-Adzkar dapat terlindungi.

8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun
2008.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengajar kitab
al-Adzkar maka dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan isi content
yang terdapat dalam kitab al-Adzkar pasal ziarah kubur ke makam Nabi
Saw yang dirubah menjadi pasal ziarah kemasjid akan berdampak bagi para
murid yang diajarkan kitab tersebut dan juga para generasi yang akan
datang.

2. Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak
Cipta, bentuk penyalahgunaan perubahan isi konten yang terjadi dalam kita
al-Adzkar merupakan sebuah pelanggaran hak cipta dalam bentuk
perubahan distorsi, mutilasi dan modifikasi sebuah ciptaan yang
dilakakukan oleh penerbit Darul Huda, riyad, Saudi Arabia terhadap buah
karya Imam Nawawi. Dalam aturan yang tertuang melalui Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai
sanksi daripada pelanggar hak moral sehingga diperlukan aturan lain agar
dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun aturan lain yang juga
dapat dikaitkan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang No. 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Bab X mengenai
larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian ekspor atau
impor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang

dilaksanakan oleh aparat bea dan cukai. Dikaitkannya aturan ini
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dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam kitab al-adzkar merupakan
hasil dari cetakan yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Indonesia,
sehingga perlu kiranya ada pembatasan dalam melakukan impor yang
berasal penerbit tersebut.Akan tetapi karena kewenangan yang dimiliki
oleh pihak bea an cukai ini bersifat pasif maka perlu adanya pelapor dari
pihak pencipta maupun ahli warisnya kepada pengadilan niaga untuk
mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada bea dan cukai untuk
menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor
dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup. Karena dengan
cara seperti itu peredaran dari kitab al-Adzkar yang berasal dari penerbit
Darul Huda ini dapat dihentikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120
Undang-Undang Hak Cipta, tindak pidana yang menyangkut dengan
masalah hak cipta merupakan perkara yang bersifat delik aduan. Apabila
kemudian permasalahan yang menyangkut mengenai perubahan isi dari
kitab al-adzkar ini terdapat dalam bentuk elektronik maka pelaku dapat
dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 45A ayat 1 Undang-
Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran
Berdasarkan apa yang telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan

saran agar kejadian terhadap pelanggaran kitab kuning yang sudah memiliki

batas waktu lebih tidak dapat terulang kembali. Dimana sebaiknya, dalam hal
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ini adalah agar pemerintah dapat memperhatikan lebih terhadap hak moral dari
pencipta. Dalam aturan yang berlaku saat ini, hak moral memang diberikan
secara terus menerus atau bersifat abadi. Akan tetapi konsekuensi dari
pelanggar hak moral yang sudah melalui jangka waktu perlindungan hak
komersil tidak lagi ada. Ketegasan mengenai aturan ini juga dipertanyakan

mengingat bahwa integritas tidaklah cukup dibayar secara materi.
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Gambar. 2
Teks pasal ziarah kubur dalam kitab Al-Adzkar Cetakan Tahun 2004 dari
penerbit Dar al-Kutub al-Islamiyah
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Gambar. 3
Teks pasal ziarah kubur dalam kitab al-adzkar cetakan ke-2 tahun 1988
halaman 295 dari penerbit Dar al-Huda Riyadh, Saudi Arabia.
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Gambar. 5
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